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ABSTRAK

Penulis melakukan praktik kerja pada Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi Jalan Surapati nomor 67 Bandung.
Selama praktik kerja penulis memfokuskan kepada bidang pengarsipan yang berlaku
pada Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. praktik
kerja ini mulai tanggal 1 November 2016 sampai dengan 13 Desember 2016 pada hari
kerja Selasa sampai Jumat pada jam 08.00-16.00 WIB setara dengan 200 jam kerja.

Bidang praktik kerja yang dilaksanakan oleh penulis pada Bagian Kepegawaian
dan Umum mencakup ruang lingkup pekerjaan meliputi : a) mencatat surat masuk dan
surat disposisi secara manual di buku agenda surat masuk, memasukan dan menyimpan
data surat masuk ke dalam basis data di komputer, menyampaikan surat masuk sesuai
bagian yang dituju. b) mencatat surat keluar dan kartu surat keluar di buku agenda surat
keluar, memasukan dan menyimpan data surat keluar ke dalam basis data di komputer. c)
mengetik surat perintah jalan (SPJ).

Kondisi perangkat komputer yang hanya satu unit dan bisa digunakan oleh
setiap orang menjadi rentan terhadap keamanan data. Disamping itu terbatasnya sumber
daya manusia yang memahami teknologi informasi menyaebakan sulitnya mebuat
aplikasi untuk pengamanan data.

Sistem data base yang penulis usulkan diharapkan dapat disempurnakan dan
diterapkan untuk sistem pengarsipan dokumen secara digital pada Dinas Perkebunan
Provinsi JawaBarat. Untuk meningkatkan pengaman dokumen, dan mempermudah
pencarian dokumen.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Tempat Dan Waktu Pratik Kerja

Penulis melakukan praktik kerja pada Bagian Kepegawaian dan Umum
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi Jalan Surapati nhomor 67
Bandung. Selama praktik kerja penulis memfokuskan kepada bidang pengarsipan
yang berlaku pada Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Barat. Praktik kerja ini mulai tanggal 1 November 2016 sampai dengan 13
Desember 2016 pada hari kerja Selasa sampai Jumat pada jam 08.00-16.00 WIB

setara dengan 200 jam Kerja.

1.2. Bidang Dan Pekerjaan Praktik Kerja

Bidang praktik kerja yang dilaksanakan oleh penulis pada Bagian

Kepegawaian dan Umum mencakup ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1. Mencatat surat masuk secara manual di buku agenda surat masuk.
2. Memasukan dan menyimpan data surat masuk ke dalam basis data di
komputer.

3. Menyampaikan surat masuk sesuai bagian yang dituju.

1.3. Tujuan Praktik Kerja

Tujuan dari praktik kerja yang dilakukan penulis di Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
1. Penulis mempelajari tata cara prosedur pengurusan surat masuk dan surat
keluar.
2. Penulis mempelajari pengarsipan surat masuk dan surat keluar secara manual
maupun digital.
3. Penulis mempelajari tata cara pembuatan Surat Perintah Jalan (SPJ).



1.3.1. Kegunaan Praktik Kerja

Secara umum, hasil praktik kerja ini akan bermanfaat bagi penulis sebagai
bekal awal pengalaman kerja yang akan berguna di masa yang akan datang saat

menjadi pekerja atau karyawan, secara khususnya sebagai berikut :

1. Bagi penulis
Kegiatan praktik kerja ini dapat mengenalkan kepada penulis bagaimana
proses dan prosedur di dalam dunia kerja, menambah pengalaman,
pengetahuan, serta wawasan khususnya dalam pekerjaan kantor diantaranya
mengarsipkan dokumen-dokumen.

2. Bagi perusahaan
Praktik kerja ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan
pemikiran di dalam menentukan kebijaksanaan dalam pekerjaan kantor
tentang mengarsipkan dokumen-dokumen.

3. Bagi pembaca
Penulis mengharapkan agar laporan praktik kerja ini dapat memberikan
informasi dan pengetahuan yang berguna dalam pekerjaan kantor khususnya

tentang mengarsipkan dokumen-dokumen.

1.4. Profil Tempat Praktik Kerja

1.4.1. Sejarah Perusahaan

GAMBAR 1.1.
LOGO DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Sumber: disbun.jabarprov.go.id



Perkebunan menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang
Perkebunan, adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya
manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan
pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Beberapa pemahaman dasar tentang
ruang lingkup perkebunan menurut undang-undang perkebunan tersebut antar

lain:

e Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang
jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Usaha
perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa
perkebunan.

e Lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha
Perkebunan.

e Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan
yang mengelola Usaha Perkebunan.

e Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan
Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

e Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang
mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

e Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan
pengelolaannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk
memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

e Pengelolaan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk,
memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan, kerusakan, dan

memperoleh basil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana
OPD ini sejak awal pembentukannya telah mengalami beberapa kali perubahan

sebagaimana diuraikan berikut ini:



Pada tahun 1950 didirikan Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor dibawah
Kementrian Pertanian.

Pada awal tahun 1953 Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor berkembang
menjadi Kantor Karet Cabang Jawa Barat.

Pada awal tahun 1956 ditingkatkan menjadi Jawatan Karet Rakyat Provinsi
Jawa Barat.

Berdasarkan PP 64 Tahun 1957 terjadi penyerahan dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah pada tanggal 28 mei 1958 dan nama Karet Rakyat
Provinsi Jawa Barat diganti menjadi Jawatan karet Rakyat daerah (Swatantra)
Tingkat | Jawa Barat yang berkedudukan di Bogor.

. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Tanaman
Karet Departemen Pertanian tanggal 31 oktober 1963, Nomor:
44/DTK/AA/63, pada tanggal 8 November 1963 dibentuk Perwakilan Dana
Tanaman Keras Jawa Barat.

. Sejak tanggal 30 Nopember 1964 sesuai SK Gubernur No. 2395/V.10/Peg/64.
Jawatan Karet Rakyat DT. | Jawa Barat dan Perwakilan Dana Tanaman Keras
Jawa Barat yang semula berkedudukan di Bogor dipindahkan ke Bandung.
Pengintregasian ini selanjutnya ditambah lagi dengan terbentuknya badan-
badan dari KOTOE yang disebut Badan Urusan karet (BUKARET) yang
sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 18 Mei 1964
No0.42/B.17?Ekos/1964, kemudian pada awal tahun 1965 disusun dengan
Pembentukan Badan Urusan Kopra (BUKOPRA).

Dengan meningkatkan tugas-tugas serta volume pekerjaan yang semakin
meluas maka Gubernur Jawa Barat pada tanggal 31 November 1965
menerbitkan Sk. No.B.111/4328/V.46/Peg/SK/65 yang berisikan formasi baru
Jawatan Karet Rakyat Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 5 wilayah dan 15
cabang-cabang di kabupaten yaitu: kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak,
Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon,
Majalengka, Sumedang, dan Purwakarta.

. Sebagai akibat dibentuknya KOTOE pada tahun 1965 maka dengan sendirinya
badan-badan BUKOPRA aktifitasnya terhenti. Di samping itu dengan



10.

11.

pengalihannya Dana Tanaman Keras dari Departemen Pertanian ke
Departemen Perkebunan dan sebagai akibat Care Takership maka dalam
periode 1965-1968 Jawatan Karet Rakyat dan Dana Tanaman Kkeras
mengalami kegoncangan dimana hubungan teknis organisatoris dengan pusat
menjadi terhenti sehingga mengakibatkan pula tugas pekerjaan dan anggaran
pusat terhenti.

Sebagai akibat dibentuknya KOTOE pada tahun 1965 maka dengan sendirinya
badan-badan BUKOPRA aktifitasnya terhenti. Disamping itu dengan
pengalihannya Dana Tanaman Keras dari Departemen Pertanian ke
Departemen Perkebunan dan sebagai akibat Care Takership maka dalam
periode 1965-1968 Jawatan Karet Rakyat dan Dana Tanaman Kkeras
mengalami kegoncangan dimana hubungan teknis organisatoris dengan pusat
menjadi terhenti sehingga mengakibatkan pula tugas pekerjaan dan anggaran
pusat terhenti.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tanggal 18 Juni
1966 No. 49/Reg/24.D/AF/66 ditunjuk Jawatan karet Rakyat sebagai satu-
satunya Instansi Pemerintah Daerah Jawa Barat yang menengani dibidang
Perkaretan dan Tanaman Keras lainnya. Sebelum diterbitkan SK. Gubernur
Jawa Barat tersebut di atas pengelolaan urusan Tanaman Keras lainnya selain
Tanaman Karet semula merupakan sebagian tugas dan Jawatan Pertanian
Rakyat Provinsi Jawa Barat bagian Tanaman Industri. Sehingga setelah
diterbitkannya SK Gubernur Jawa Barat N0.49/Reg/24.D/Df/66 Pengelolaan
Tanaman Keras oleh Bagian Tanaman Industri jawatan Pertanian Rakyat
tersebut dilimpahkan menjadi Tugas Jawatan Karet Rakyat yang selain
bergerak dibidang Perkaretan juga menangani pengelolaan tanaman keras
lainnya.

Selanjutnya dalam tahun 1968 dengan dilikuidasi Dana Tanaman Keras dan
Regrouping Departemen Pertanian, maka melalui Surat keputusan Gubernur
Jawa Barat tertanggal 12 juni 1968 No. 147/B/111/T/sk/68, mengganti nama
Jawatan Karet Rakyat DT.l Jawa Barat menjadi Jawatan Perkebunan Rakyat

Provinsi Jawa Barat.



12.

13.

14.

15.

16.

Pada tahun 1974 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974
yang di dalamnya diuraikan perubahan nama Jawatan menjadi Dinas.
Sehingga status Jawatan Perkebunan Rakyat Provinsi Jawa Barat diubah nama
menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Dengan terbitnya PP No0.22 tahun 1975 maka inspektorat Perkebunan Besar
Daerah VI dan Dinas Perkebunan Rakyat Jawa Barat sesuai Surat Keputusan
Bersama Menteri Pertanian Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No.179 tahun 1976 dan N0.429/Kpts/Org/1976 tentang ketentuan
pelaksanaan PP 22/1975.

Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui Peraturan Daerah No. 13/DP
04/PD/1978 membentuk Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat |
Jawa Barat, yang mempunyai cabang Dinas di Tingkat Kabupaten.

Pada tahun 1983 Pemerintah Provinsi DT | Jawa Barat menerbitkan Peraturan
Daerah (perda) No 15 tahun 1981 dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi
DT I Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008
tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka
status organisasi berubah menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

1.4.2. Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam peta jabatan Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat bulan Juni 2014 adalah dibawah koordinasi

Sekertaris. Jabatan tertinggi adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,

Golongan Illc. Gambar 1.2. menguraikan tentang struktur organisasi dari Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Uraian pekerjaan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas

pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksaan,

umum, dan perlengkapan sebagai berikut:



Penyusunan barang penyelenggaraan mutasi pengembangan  Karir,
kesehjahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi
kepegawaian lainnya;

Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan rumah tangga;

Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan
kearsipan dan perpustakaan;

Pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;

Pengelolaan perlengkapan Dinas.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang
dapat dilihat pada gambar 1.2.
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H. ARIEF SANTOSA SE..
PEMBINA UTAMA MUDA (IVic)
NIP. 19580516 198603 1 003
'YOGYAKARTA, 16 -5 - 1958

MSc

2

[KEPALA BIGANG PRODURS! PERKEBURAN]|

KASUBAG PERENCANAAN
DAN PROGRAM

Ir. AGUS SUTIRMAN, WP
PEMBINA (IVia)

19630814 198903 1012 H

TASIKMALAYA, 14 - 8 - 1963

[EDI SETIADI, SE
PENATA (lil/c)
NIP. 19840926 199011 1

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

H.UUS ROHMAN, SE

PENATA (lllc)
| wip. 19620507 198508 1001

BANDUNG. 7 . 5 . 1962

1. H. YAYAN CAHYA PERMANAMM
PEMBINA

H. DUDE SATARI, SE
PENATA TINGKAT 1 (livd)
NIP. 19600921 198611 1001

BANDUNG, 21-9-1960

KASI. TANAMAN TAHUNAN

KASI PENGEMBANGAN
M

Ora. IDA MARLI

PENATA TINGKAT | (Iilid)

NIP. 19600405 190503
BANDUNG

KASL. LAHAN PERKEBUNAN

Ir. SITI PURNAMA, MP
PEMBINA (IVia)
NIP. 19630713 199303 2 002
PANYAMBUNGAN, 13-7-1963

H.DEDE A. RUSKILAH, SE.. MM

KAS|. PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN

PEMBINA (IV/a)
NIP. 19600428 198303 1 005
BANDUNG, 28 . 4 . 1960

Ir. Hj. RAMI AWATI, WSI

PEMBINA (IV/a)
NIP. 19580605 19850 2 007
BANDUNG. 5 - 6 - 1958

KASI_SARANA PRODUKS!I
TINI SUMARTINI, STP., MM
PEMBINA (1Via)

NIP. 19600119 199203 2 002
BANDUNG, 19 - 1. 1960

KASL KELEMBAGAAN PERKEBUNAN

PENATA TINGKAT | (i)
NIP. 19691010 190903 2 004
INDRAMAYU, 10 - 10 - 1969

L PRA: A PER INAN
I

- C UM,

PEMBINA (Via)

NIP. 19581225 138503 2 007
BANDUNG, 25 - 12 - 1959

KASI_ PERMODALAN
Al Al N
PENATA TINGKAT | {ilid)

NIP. 19650116 199603 1001
BANDUNG, 16 - 1 - 1965

wl. PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Hj. NENI SUTIANA_ SE.. Ml
PEMBINA (IV/a)

NIP. 19590305 198303 2 005

TASIKMALAYA, 5 - 3 - 1959

HA N,

R. DENNY MUNAJAT, § Sos

PENATA TINGKAT | (Wd)
19601225 198603 1006
Bandung, 25 - 12 -19860

Sumber: disbun.jabarprov.go.id

Berikut berdasarkan sumber disbun.jabarprov.go.id, rincian tugas Sub Bagian

Kepegawaian dan Umum meliputi :

Melaksanakan penyusunan, pengelolaan data kepegawaian.

Melaksanakan pengusulan gaji

pegawai dan jabatan di lingkungan dinas.

berkala dan peningkatan kesejahteraan

Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa

kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan

kepemimpinan teknis dan fungsional.

Menyusun bahan pembinaan disiplin pegawai.

Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan Kkarir dan mutasi serta

pemberhentian pegawai.



10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
kepada unit kerja di lingkungan dinas.

Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian
peraturam perundang-undangan.

Mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai.

Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah
dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan.

Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas.
Melaksanakan penggandaan naskah dinas.

Melaksanakan  pengelolaan  hubungan  masyarakat, protokol dan
pendokumentasian.

Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana,
pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor,
kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor.
Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta
keamanan kantor.

Pengelolaan perpustakaan dinas.

Melaksanakanpengelolaan kepegawaian pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis
Daerah).

Melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis
Daerah).

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.4.3. Kondisi Permodalan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat dana untuk dinas didapatkan

melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jawa Barat dan APBN

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).



1.4.4. Kegiatan Usaha

Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi

sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas usaha perkebunan.

2. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya perkebunan secara berkelanjutan.
3. Menigkatkan mutu hasil dan nilai tambah produk usaha perkebunan.

1.4.5. Gambaran Umum Ketenagakerjaan

TABEL 1.1.

GAMBARAN UMUM KETENAGAKERJAAN

REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN
DILINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN

KEADAAN : JUNI 2008
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No Unit Kerja Jm PENDIDIKAN KET.
PNS | SD |SMP [SLTA| D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3

1|Bagian Tata Usaha 55 5 2| 22 6] 17 3 -
2|Subdin Bina Program 17 - - 5 - - 3 3 6 -
3| Subdin Bina Produksi 13 - - 5 - 1 1 4 2 -
4|Subdin Bina Usaha 13 - - 3 1 6 3 -
5/Subdin Pengendalian 16 - - 3 1 - 9 3 -
6|Balai Proteksi Tan Bun 29 1 2| 17 1 6 2 -
7|Balai Peng. Benih Tan Bun 14 - 1 2 3 7 1 -
8|Kel. Jabatan Fungsional 15 - -l 12 - - - 3 - -

Jumlah 172 6 5 69 2 1| 14| 55| 20 0

Catatan

Dari jumlah pegawai 172 orang termasuk di dalamnya CPNS sebanyak 38 orang

umum

Pendidikan Golongan

S1=6 i/d =2 Il/la=5
D3=1 li/c=4 Ild=1
SLTA=5 /b =4 llc=1
SMP =2 li/a=2

SD=5

Pendidikan Golongan
S1=1 Ia=1
SLTA=4 IWa=4

Sumber: disbun.jabarprov.go.id

Jenis Kelamin
Laki-laki = 14

Perempuan =5

Jenis Kelamin
Laki-laki =5

Perempuan =0






